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Abstrak 
Secara definitif  hak merupakan unsur normatif  
yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, 
melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin 
adanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan 
martabatnya .  James W. Nickel (1996) menyatakan 
bahwa ‘hak’ itu memiliki unsur -unsur sebagai berikut:  
(1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; dan 
(3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga 
unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar 
tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur 
normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang 
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan 
interaksinya antara individu atau dengan instansi.  
 
Kata Kunci:  Hak, Kebebasan, Individu  
 
A.  Pendahuluan 
Menebarkan pemahaman demokrasi  dan hak asasi  
manusia, di mana salah satunya dalam bentuk 
kontribusi makalah ini, merupakan upaya kita bersama 
di tengah arus transisi Indonesia menuju demokras i  
berkeadaban (civilit ized democrazy ). Proses sosialisasi  
demokrasi yang otentik (genuine) menjadi sangat  
urgen, di tengah bangsa Indonesia berkeinginan untuk 
mempertahankan dan memelihara keberlangsungan 
demokrasi konstitusional. Hak i tu karena, demokrasi  
bukanlah sebuah mesin yang dapat langsung, secara 
otomatis,  bekerja sendiri, melainkan dibutuhkan 
sebuah upaya reproduksi yang dilakukan secara sadar 
dan sistematis guna menghasilkan bangsa yang 
mempunyai wawasan dan sikap untuk mengembangkan 
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budaya demokratis serta konsisten untuk 
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari.  
Pergantian kepemimpinan nasional kepada 
Presiden B.J. Habibie, pada tanggal 21 Mei 1998, 
memperkuat momentum transisi Indonesia menuju 
demokrasi melalui  penerapan sistem multipart ai.  
Tidak berlebihan kemudian, Pemilu 1999 dinilai 
sebagai Pemilu paling demokratis sejak Indoensia 
merdeka, di  samping diiringi dengan adanya 
kebebasan pers serta meningkatnya fungsi checks and 
balances  DPR. Tetapi kemudian, pada saat yang sama, 
harus diakui bahwa, pertumbuhan demokrasi atau 
transisi Indonesia secara damai menuju demokrasi,  
juga menimbulkan banyak kegamangan dan 
kecemasan. Jika demokrasi adalah peaceful resolution 
on conflict ,  orang menyaksikan semakin meningkatnya 
kecenderungan penyelesaian konflik melalui  cara-cara 
tidak demokratis, seperti penggunaan mob politics,  
money politics dan cara-cara undemocratic lainnya.  
Fenomena ini sangat tidak kondusif bagi transisi 
Indonesia menuju demokrasi. Menurut Sorensen 
(1993), konflik domestik yang t erjadi pada berbagai 
level dan segmen masyarakat, yang bersumber dari  
dan mengakibatkan kemerosotan otoritas kekuasaan 
dan pada gilirannya diikuti  dengan kekerasan dan 
anarki,  sama sekali  t idak kondusif bagi penciptaan dan 
pengembangan kebudayaan politik demokratis, atau 
Hefner  (1998) memberi ist ilah lain dengan 
menumbuhkan keadaban demokratis (democratic 
civility).  
Meningkatnya kecenderungan penggunaan cara -
cara tidak demokratis dan kekerasan dalam politik 
Indonesia di masa transisi menuju demokrasi, sebag ian 
besarnya bersumber dari konflik di  antara elite politik 
yang pada gilirannya berimbas pada lapisan 
masyarakat akar rumput. Jika salah satu esensi 
demokrasi dan poli tik adalah art compromise  dan 
respek terhadap perbedaan sikap politik, orang justeru 
menyaksikan kian meningkatnya sikap mau menang 
sendiri pada kalangan eli te politik dan massa, yang 
bukan tidak jarang berujung dengan kekerasan dan 
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anarki.  Anarkisme itu bertambah akut dengan 
lumpuhnya law enforcement dan merosotnya peranan 
dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum. Transisi  
Indonesia ke arah demokrasi  yang lebih genuine dan 
otentik jelas merupakan proses yang sangat kompleks 
dan panjang, yang harus didukung oleh situasi politik 
dan ekonomi yang baik. Artinya, pengembangan 
budaya politik (polit ical culture) yang lebih 
demokratis perlu terus dilakukan kepada semua 
segmen masyarakat dari elit  politik hingga rakyat 
awam, termasuk adanya perangkat legal sistem politik 
serta reformasi kelembagaan yang menyangkut 
pengembangan dan pemberdayaannya –  legislatif,  
eksekutif dan yudikatif.  
Demokrasi bukan barang jadi yang dapat hadir 
dan berwujud melalui pewarisan begitu saja ( taken for 
granted),  tetapi ia mesti dipelajari  (democracy is 
learned) dan dipraktekkan secara sustainable .  Karena, 
cara paling strategis untuk mendalami dan 
memberdayakan demokrasi adalah melalui apa yang 
disebut dengan democracy education .  Pendidikan 
demokrasi secara substansif dapat meliputi kegiatan 
sosialisasi , diseminasi, aktualisasi , dan implementasi  
konsep, sistem, nilai, dan praktek demokrasi.  Hanya 
dengan critical  partnerships antara negara dan 
masyarakat (state and society ), maka pengembangan 
dan pemapanan demokrasi yang dijunjung nilai -nilai  
hak asasi manusia dapat diaktualisasikan.  
Membangun demokrasi berarti ,  meletakkan 
pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi  dan 
lembaga-lembaganya: (1) pemahaman tentang rule of  
law dan human rights seperti tercermin dalam 
rumusan-rumusan, perjanjian, dan kesepakatan 
internasional dan lokal; (2) penguatan keterampilan 
partisipatif untuk memberdayakan masyarakat dalam 
merespon dan memecahkan masalah-masalahnya 
secara demokratis; serta (3) pengembangan budaya 
demokratis dan perdamaian pada semua aspek 
kehidupan masyarakat. Membangun demokrasi  
merupakan kebutuhan mendesak karena beberapa 
alasan, misalnya meningkatnya gejala dan 
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kecenderungan polit ical illi teracy ,  tidak mengetahui 
persis cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya, 
serta meningkatnya apatisme poli tik ( political 
aphatism) –  baik pada waktu pemberian suara dalam 
Pemilu dan Pilkada, atau terlibat dalam proses -proses 
politik lainnya.  
 
B. Kondisi Sosial,  Ekonomi, Politik, dan 
Perburuhan di Provinsi Banten  
Satu rujukan yang hendak dipakai dalam 
menjelaskan subdeskripsi makalah ini  yaitu buku 
statistik,  “Banten Dalam Angka 2004/2005” ya ng 
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi  
Banten.  
Provinsi Banten terbentuk dengan keluarnya 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Wilayah 
Provinsi ini memiliki luas 8.800,83 km
2
,  yang terdiri 
atas 4 kabupaten yaitu: Serang, Pandeglang, Lebak, 
dan Tangerang, serta 3 kota yaitu: Serang, Cilegon, 
dan Tangerang. Provinsi Banten sebagai salah satu 
provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,  
mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan 
provinsi  lainnya. Unit pemerintahan di bawah provinsi  
adalah kabupaten/kota, di mana untuk masing -masing 
kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan, serta 
kecamatan terbagi habis dalam beberapa 
desa/kelurahan. Sistem pemerintahan Provinsi Banten 
adalah, suatu  sistem pemerintahan yang mengatur  
segala kegiatan masyarakat dalam suatu 
daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek 
kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu.  
Kemudian, untuk sampai dengan tahun 2004, Provinsi  
Banten telah didukung dengan 2.768 orang pegawai 
negeri sipil, di samping beberapa jumlah tenaga 
kontrak, yang sengaja diadakan pemerintah provinsi  
untuk untuk mendukung keberhasilan kerja.  
Sebagai daerah dalam wilayah kesatuan RI, maka 
kegiatan partai  politik dalam menempatkan 
anggotanya untuk dapat duduk di DPRD Provinsi  
Banten telah terwakili melalui sebanyak 75 anggota 
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dengan rincian laki-laki sebanyak 71 orang dan 
perempuan 4 orang. Putusan legislatif berupa 
peraturan daerah yang telah dihasilkan –  untuk 
mengatur masyarakat Banten –  untuk sampai tahun 
2004 telah dihasilkan untuk sebanyak 13 peraturan 
daerah. Selain i tu, untuk pemilihan kepala 
daerah/gubernur, maka Provinsi Banten telah 2 kali  
melakukan pesta demokrasi. Yang pertama, pemilihan 
gubernur melalui perwakilan oleh anggota DPRD; d an 
yang kedua –  tahun 2007, rakyat Banten telah memilih 
secara langsung gubernurnya.  
Jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus 
Penduduk 2000 sebanyak 8.096.809 jiwa, dan 
meningkat tajam pada tahun 2004 hingga mencapai  
jumlah 9.083.114 j iwa. Dengan laju pert umbuhan 
penduduk tertinggi dimiliki oleh Kabupaten/Kota 
Tangerang 4,53% dan 3,83% dari  rata -rata 
pertumbuhan penduduk provinsi sebesar 3,21%. Dari  
jumlah tersebut, sebagai daerah terbuka bagi setiap 
warga, di Provinsi  Banten tercatat sekitar 16.871 
warga negara asing, dengan asal negara Cina sebanyak 
71,96%, dan sisanya 28,04% dari negara Arab, 
Pakistan, Inggeris dan lainnya.  
Sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu sektor 
penting pembangunan ekonomi, khususnya dalam 
upaya menanggulangi kemiskinan. Pada tahun 2004, di  
Banten terdapat 7.126.446 penduduk usia kerja. Dari  
jumlah itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK 
–  bagian dari penduduk usia kerja yang aktif dalam 
kegiatan ekonomi) mencapai 55,11%. Jumlah angkatan 
kerja pada tahun 2004 mencapai 3.927 .717 orang, dan 
dari jumlah ini ada 80,50% telah melaksanakan kerja.  
Atau, dari jumlah i tu, ada 19,50% merupakan jumlah 
angka pengangguran terbuka (765.747 orang).  
Lapangan usaha yang bisa menyerap angkatan kerja di  
atas, sektor pertanian 25,80%, sebesar 2 5,24% untuk 
sektor industri pengolahan, sektor perdagangan 
20,58%, sektor jasa 12,48%, sedangkan sektor lain –  
listrik, gas, air minum, pertambangan/penggalian 
masing-masing 0,28% dan 0,57%.  
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Tenaga kerja di Banten, apabila diamati dari  
status pekerjaan utamanya, ternyata: jumlah 
buruh/karyawan/pegawai lebih dominan dibandingkan 
dengan pengusaha atau pekerja tidak dibayar 
(termasuk di dalamnya pekerja keluarga) .  Terdapat 
sekitar 1.460.588 pekerja (atau 46,19%) yang masuk 
dalam kategori buruh/karyawan. Hampir pemusatan 
buruh/karyawan terjadi di Kabupaten/Kota Tangerang 
dan Kota Cilegon. Karena memang, daerah -daerah itu, 
merupakan pusat pertumbuhan ekonomi setelah 
masuknya perusahaan-perusahaan industri  
besar/sedang yang diikuti tumbuhnya sektor 
perdagangan dan jasa-jasa yang banyak menyerak 
tenaga kerja. Sebaliknya, meraka yang bekerja di  
sektor informasi di  daerah tersebut relatif rendah. 
Sedangkan, mereka yang termasuk dalam kelompok 
pengusaha pada tahun 2004 terdapat sekitar 
1.241.561 orang, yang merupakan g abungan dari 
mereka yang berusaha sendiri 23,94%, berusaha 
dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga 
sebesar 11,03%, dan pengusaha yang berusaha 
dibantu buruh tetap sebesar 4,30%. Relatif tingginya 
pengusaha yang  dibantu buruh tidak tetap atau 
pekerja keluarga terlihat dari banyaknya pekerja 
keluarga atau tidak dibayar yang jumlahnya sebesar 
259.142 orang (8,20%).  
Selain itu, terdapat sekitar 2.355.702 orang 
(74,50%) yang bekerja di atas jam kerja normal (yaitu 
lebih dari atau sama dengan 35 jam per  minggu).  
Sebagaimana diketahui, bahwa penggunaan jam kerja 
secara tidak langsung dapat dijadikan salah satu 
indikator produktifitas pekerja. Artinya, semakin lama 
jam kerja yang digunakan, diasumsikan semakin 
produktifitasnya pekerja/karyawan meningkat. D ari  
jumlah produktifi tas/jam kerja yang digunakan,  
hampir 25,50% dikategorikan sebagai penduduk 
setengah pengangguran –  karena bekerja kurang dari 
35 jam per minggu, serta sisanya tidak bekerja sebesar 
2,77%. 
Jumlah penduduk Banten usia tahun yang 
masih/sedang sekolah pada tahun 2004 tercatat sekitar 
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3.537.553 orang, terdiri dari 1.796.686 laki -laki dan 
1.740.867 perempuan. Dan sampai dengan tahun 2004, 
tingkat pendidikan penduduk Banten usia 10 tahun ke 
atas sebagian besar hanya tamat SD dan yang 
belum/tidak tamat SD/sederajat, yang besarnya 
mencapai 59,02%, sebanyak 17,53% tamat pendidikan 
setingkat SLTP, hampir 19,73% untuk penduduk tamat 
setingkat SLTA, dan sedangkan sebesar  3,71% yang 
berhasil menamatkan pendidikan setingkat D1 sampai 
S1. Kaitan dengan jumlah pendidikan tinggi di Banten, 
maka jumlah itu untuk sampai dengan sensus 2003 
sebanyak 28 buah, terdiri  dari  universitas/institut  
negeri  masing-masing 1 buah, sedangkan yang 
lainnya antara politeknik, akademi, sekolah tinggi,  
institut, dan universitas yang dikelola oleh swasta.    
Kemudian, jumlah penduduk menurut agama yang 
dianut dan jumlah tempat ibadah di Provinsi Banten 
dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.  
 
1.  Jumlah Penduduk Menurut Agama di Propinsi Banten Tahun 
2003 
No. Jumlah Penduduk % Nama Agama 
1      8,617,950.00  94.41 Islam 
2         157,707.00  1.73 Protestan 
3           92,253.00  1.01 Katolik 
4             8,051.00  0.09 Hindu 
5         110,280.00  1.21 Budha 
6             2,072.00  0.02 Khonghucu 
7           15,213.00  0.17 Lainnya 
8         124,397.00  1.36 Tidak Terdata 
      9,127,923.00 100.00 Jumlah 
 
2.  Jumlah Tempat Ibadah Agamadi Propinsi Banten Tahun 2003 
No. Jumlah Tempat Ibadah % Nama Tempat Ibadah  
1 24,675.00 98.80 Mesjid/Musholla 
2 242.00 0.97 Gereja 
3 6.00 0.02 Pura/Kuil 
4 52.00 0.21 Vihara 
 24,975.00 100.00 Jumlah 
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Dalam hal realisasi penerimaan Pendapatan Asli  
Daerah (PAD) untuk tahun 2004 telah mencapai Rp. 
1.253.360.782.813, - (1,2 trilyun rupiah), dibandingkan 
dengan tahun 2001 yang hanya Rp. 243.098.003.205, - 
(243 milyar rupiah), yang berarti ada kenaikan hampir 
lebih lima kali lipat ,  walaupun dari jumlah angka PAD 
di atas masih memasukkan dana perimbangan dari  
pemerintah pusat sebesar ±40%. Sedangkan untuk 
jumlah Produk Domestic Bruto Regiona l  (PDBR) atas 
Harga Berlaku  pada tahun 2003 telah mencapai Rp. 
64.669.890.180.000, - (64,70 trilyun rupiah), yang bila 
dirata-ratakan untuk setiap bulan untuk setiap 
jiwa/penduduk Banten harus dapat hidup dengan uang 
sebesar Rp. 593.316,07 atau penghasilan penduduk 
Banten per jiwa setahun sebesar Rp. 7.119.792,86. 
Dalam konteks tersebut, yaitu kondisi ekonomi 
penduduk Banten di atas, belum sepenuhnya dapat 
mencerminkan dan gambaran kemampuan penduduk 
Banten untuk hidup secara layak, karena/disamping, 
misalnya, telah terjadinya pemusatan kekayaan atau 
pendapatan kepada segmen masyarakat tertentu.  
Sementara itu, bila dilihat dari  aspek 
pertumbuhan investasi, maka berdasarkan rekapitulasi  
persetujuan dan realisasi investasi; investor yang 
masuk ke Banten (yang disetujui ) untuk tahun 2004 
telah mencapai Rp. 2.627.969.040.000, - dengan rata-
rata kurs US$ sebasar Rp. 10.000, - (atau 2,6 trilyun 
rupiah) untuk investor asing (PMA), yang diharapkan 
dapat menyerap tenaga kerja untuk jumlah 9.134 
orang. Sedangkan, untuk investor dalam negeri  
(PMDN) untuk tahun 2004 (yang disetujui)  telah 
mencapai Rp. 1.124.070.186.000, - (1,1 trilyun rupiah) 
yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja 
sebanyak 1.782 orang.  
Gambaran singkat kondisi  sosial, ekonomi, 
politik dan ketenagakerjaan (perburuhan) di atas,  
walaupun data itu belum repsesentatif dan belum 
mampu untuk dijadikan bahan analisa bagi ,  bagaimana 
pondasi  untuk membangun sistem demokrasi dan pola 
perlindungan HAM di Banten, namun setidaknya dapat 
memberikan data awal bagi anali sa selanjutnya.  
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C.  Kajian Teori Membangun Iklim Demokrasi dan 
Perlindungan HAM di Banten  
 1.  Demokrasi  
a. Pengertian dan Hakikat Demokrasi  
Memahami demokrasi (demos-cratien atau demos-
cratos) menurut tinjauan bahasa (etimology) berarti,  
suatu keadaan negara di mana dalam sistem 
pemerintahannya kekuasaan atau kedaulatan berada di  
tangan rakyat,  yakni kekuasaan tertinggi berada dalam 
keputusan bersama rakyat,  rakyat berkuasa,  
pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. 
Secara ist ilah ( terminology) sebagaimana 
dikemukakan oleh  Henry B. Mayo ,  di mana demokrasi  
sebagai sistem polit ik merupakan suatu sistem yang 
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas 
dasar mayoritas oleh wakil -wakil yang diawasi secara 
efektif oleh rakyat dalam pemilihan -pemilihan berkala 
yang didasarkan atas prinsip kesamaan poli tik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 
politik.  
Dari pengertian secara bahasa dan ist ilah di atas,  
maka makna demokrasi sebagai dasar hidup 
bermasyarakat dan bernegara mengandung arti ,  
rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah -
masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam 
menilai kebijakan negara,  karena kebijakan tersebut 
akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, 
negara yang menganut sistem demokrasi adalah,  
negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak 
dan kemauan rakyat.  Dari  aspek organisasi, demokrasi 
berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh 
rakyat sendiri , atau atas persetujuan rakyat karena 
kedaulatan berada di  tangan rakyat. Sedangkan secara 
hakikat demokrasi mengandung pengertian yaitu, suatu 
sistem bermasyarakat dan bernegara serta 
pemerintahan yang memberikan penekanan pada 
keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam 
penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. 
Kekuasaan di tangan rakyat mengandung pengertian 3 
hal , yaitu:  
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Pertama ,  pemerintahan dari rakyat (government 
of the people ) yang berart i berkaitan dengan 
pemerintahan yang sah mendapat pengakuan dan 
dukungan yang diberikan oleh rakyat ( legitimate 
government ),  serta pemerintahan yang t idak sah dan 
tidak diakui (unlegit imate government ) di mata rakyat.  
Yang dimaksud dengan ist ilah terakhir yaitu, suatu 
pemerintahan yang memegang kendali kekuasaan tidak 
mendapat pengakuan dan dukungan dari rakyat.  
Legitimasi bagi suatu pemerintahan sangat p enting 
karena, dengan legitimasi maka pemerintahan dapat 
menjalankan roda birokrasi dan program -programnya 
sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat 
kepadanya, sehingga kekuasaan dituntut kesadarannya 
bahwa pemerintahan diperoleh melalui pemilih an dari  
rakyat bukan dari pemberian wangsit  atau kekuasaan 
supranatural .  
Kedua ,  pemerintahan oleh rakyat (government by 
the people) berarti,  suatu pemerintahan menjalankan 
kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan dan 
keinginannya sendiri, sehingga pemerintahan dalam 
pengawasan rakyat (social control ),  yang dapat 
mengeliminir ambisi otoriterianisme para 
penyelenggara negara.  
Sedangkan, yang ketiga ,  pemerintahan untuk 
rakyat (government for the people ) mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan yang diberi kan oleh 
rakyat kepada pemerintah itu dijalankan untuk 
kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus 
didahulukan dan diutamakan di atas segalanya.  
Pemerintah harus mendengar dan mengakomodasi 
aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menjalankan 
kebijakan dan program-programnya, bukan sebaliknya 
hanya menjalankan aspirasi keinginan diri,  keluarga, 
dan kelompoknya. Untuk tujuan ini , pemerintah harus 
membuka saluran dan ruang kebebasan serta menjamin 
adanya kebebasan seluas -luasnya kepada rakyat dalam 
menyampaikan aspirasinya melalui  media pers maupun 
secara langsung.  
  b. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup  
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Demokrasi t idak akan datang, tumbuh dan 
berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi 
memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat 
pendukungnya yaitu budaya kondusif sebagai 
manifestasi dari suatu kerangka berpikir ( mind set ) 
dan rancangan masyarakat (setting social ). Bentuk 
kongkrit dari manifestasi tersebut adalah, 
dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidu p (way 
of life) dalam berbagai aspek kehidupan bernegara,  
baik oleh rakyat (masyarakat) maupun oleh 
pemerintah.  
Pun demikian, aktifitas yang dilakukan oleh 
kelompok gerakan dan kelompok penekan merupakan 
perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, 
kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan 
oposisi terhadap negara dan pemerintah. Kaum 
cendekiawan, kalangan sivitas akademika kampus, 
kalangan pers merupakan kelompok penekan 
signifikan untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Aktifi tas 
kelompok gerakan merupakan wujud keterlibatan 
dalam melakukan pengawasan (control) terhadap 
kebijakan yang diambil oleh negara.  
  c. Prinsip dan Parameter Demokrasi  
 Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila 
dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-
prinsip demokrasi.  Masykuri Abdilllah (1999) 
berpendapat bahwa prinsip -prinsip demokrasi terdiri  
atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme .  
Sedangkan menurut Robert A. Dahl terdapat 6 prinsip 
yang harus ada dalam sistem demokra si yaitu: (1) 
kontrol  atas keputusan pemerintah, (2) pemilihan yang 
teliti  dan jujur, (3) hak memilih dan dipilih, (4) 
kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, (5) 
kebebasan mengakses informasi, serta (6) kebebasan 
berserikat. Sedangkan Inu Kencana lebih memerinci 
lagi  prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:  (1) adanya 
pembagian kekuasaan, (2) adanya pemilihan umum 
yang bebas, (3) adanya manajemen yang terbuka, (4) 
adanya kebebasan individu, (5) adanya peradilan yang 
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bebas, (6) adanya pengakuan hak minoritas,  (7) 
adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, (8) 
adanya pers yang bebas,  (9) adanya beberapa partai 
politik, (10) adanya musyawarah, (11) adanya 
persetujuan parlemen, (12) adanya pemerintahan 
konstitusional,  (13) adanya ketentuan tentang 
pendemokrasian, (14) adanya pengawasan terhadap 
administrasi publik,  (15) adanya perlindungan hak 
asasi, (16) adanya pemerintahan yang bersih, (17) 
adanya persaingan keahlian, (18) adanya mekanisme 
politik, (19) adanya kebijaksanaan negara, serta (20) 
adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung 
jawab.  
 Prinsip-prinsip negara demokrasi  di  atas,  
kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih praktis 
untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri -ciri ini yang 
kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat 
pelaksanaan demokrasi  yang berjalan di  suatu negara.  
Ada 4 aspek yang menjadi parameter keberjalanan 
demokrasi dalam suatu pemerintahan atau negara,  
yaitu:  
 Pertama, masalah pembentukan negara. Hal ini  
penting, karena proses pembentukan kekuasaan akan 
sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan 
pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara 
ini, pemilihan umum masih dipercaya sebagai salah 
satu instrumen penting guna memungkinkan 
berlangsungnya suatu proses pembentukan 
pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan 
negara. Masalah ini menyangkut konsep legit imasi 
kekuasaan serta pertanggungjawabannya. Kekuasaan 
negara dijalankan secara distributif untuk menghindari  
penumpukan kekuasaan dalam satu ‘tangan/wilayah’.  
Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah 
diatur dalam suatu tata aturan yang membatasi dan 
sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya. 
Aturan yang ada patut memastikan setidaknya dalam 2 
hal utama, yaitu:  (a) memungkinkan terjadinya 
desentralisasi , untuk menghindari sentralisasi , dan (b) 
memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak 
menjadi tidak terbatas.  
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Ketiga, masalah kontrol rakyat. Apakah dengan 
berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya 
akan berjalan suatu proses yang memungkinkan 
terbangunnya sebuah relasi yang baik,  yakni suatu 
relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang 
jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan 
check and balance  terhadap kekuasaan yang 
dijalankan eksekutif,  legislatif, termasuk yudikatif.  
Kehidupan demokratis dalam suatu negara 
menurut Djuanda Widjaya  di tandai oleh beberapa hal  
sebagai berikut: (1) dinikmati dan dilaksanakan hak 
serta kewajiban poli tik oleh masyarakat berdasarkan 
prinsip-prinsip dasar hak asasi  manusia, yang 
menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa 
merdeka; (2) penegakan hukum yang mewujud pada 
asas supremasi penegakan hukum ( supremacy of  law ),  
kesamaan di depan hukum (equality before the law ) 
dan jaminan terhadap hak asasi manusia;  (3) kesamaan 
hak dan kewajiban anggota masyarakat; (4) kebebasan 
pers dan pers yang bertanggung j awab; (5) pengakuan 
terhadap hak minoritas; (6) pembuatan kebijakan 
negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, 
pemberdayaan dan pencerdasan; (7) sistem kerja yang 
kooperatif dan kolaboratif; (8) keseimbangan dan 
keharmonisan; (9) tentara yang profesiona l sebagai 
kekuatan pertahanan; serta (10) lembaga peradilan 
yang independen. Prof.  Amin Rais menambahkan 
kriteria lain sebagai parameter demokrasi, yaitu: (1) 
adanya partisipasi dalam keputusan; (2) distribusi  
pendapatan secara adil; (3) kesempatan mempero leh 
pendidikan; (4) ketersediaan dan keterbukaan 
informasi;  (5) mengindahkan fatsoen  polit ik; (6) 
kebebasan individu; (7) semangat kerjasama; serta (8) 
hak untuk protes.   
  d. Islam dan Demokrasi  
Di tengah gemuruh proses demokratisasi yang 
terjadi di belahan dunia, maka dunia Islam 
sebagaimana dinyatakan oleh para pakar, seperti  
Larry Diamond, Juan J. Linze, Seymour Martin 
Lipset ,  tidak mempunyai prospek untuk menjadi 
demokratis serta tidak mempunyai pengalaman 
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demokrasi yang cukup. Hal senada dikemukakan o leh 
Samuel P. Huntington yang meragukan ajaran Islam 
sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal itulah 
yang kemudian menjadi perdebatan (discursues ) dan 
wacana tentang hubungan antara Islam dan demokrasi , 
sebagaimana diakui oleh Mun’im A. Sirry (2002);  
karena masih menjadi tema perdebatan dan wacana 
yang menarik dan belum tuntas. Hal itu sejalan dengan 
kesimpulan dari pendapat para pakar negara Barat di  
atas, bahwa Islam tidak sesuai dengan demokrasi .  
Menurut pemetaan (mapping) yang dikembangkan oleh 
John L. Esposito dan James P. Piscatory (Sukron 
Kamil ,  2002) tentang hubungan Islam dan demokrasi,  
secara umum, dapat dikelompokkan dalam tiga 
kelompok pemikiran (Mun’im A. Sirry ,  2002).  
Pertama ,  Islam dan demokrasi adalah dua sistem 
politik yang berbeda. Islam tidak bisa 
disubordinasikan dengan demokrasi . Hubungan 
keduanya bersifat mutually exclusive .  Islam dipandang 
sebagai sistem polit ik alternatif terhadap demokrasi .  
Dengan demikian, Islam dan demokrasi merupakan 
dua sistem yang berbeda –  demokrasi sebagai konsep 
Barat , sehingga tidak tepat untuk dijadikan acuan 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
Sementara itu, Islam sebagai agama yang kaaffah 
(sempurna) yang tidak saja mengatur persoalan teologi 
(akidah) dan ibadah, melainkan juga mengatur segala 
aspek kehidupan umat manusia. Hal ini diungkapkan, 
misalnya, oleh elit  Kerajaan Arab Saudi dan eli t  
politik Iran pada masa awal revolisi  Iran, Syekh 
Fadhallah Nurri, Sayyid Qutb, Thabathabai, al -
Sya’rawi, dan Ali Benhadji.  
Kedua ,  Islam berbeda dengan demokrasi apabila 
demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti  
dipahami dan dipraktekkan di negara -negara maju 
(Barat), sedangkan Islam merupakan sistem polit ik 
demokratis kalau demokrasi didefinisikan secara 
substantif, yakni kedaulatan di tangan r akyat dan 
negara merupakan terjemahan dari kedaultan rakyat 
ini. Dengan demikian, dalam pandangan kelompok ini  
demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam 
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setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap 
konsep demokrasi  i tu sendiri . Di antara tokoh dari 
kelompok ini  adalah al -Maududi,  Rasyid al -
Ghanaoush, Abdul Fattah Morou dan Taufiq as -Syawi.  
Di Indonesia diwakili oleh Moh. Nasir dan Jalaluddin 
Rahmat.   
Ketiga, Islam adalah sistem nilai  yang 
membenarkan dan mendukung sistem poli tik 
demokrasi yang dipraktekkan negara-negara maju. Di 
Indonesia, pandangan yang ketiga ini , tampaknya, 
yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi 
bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan 
negara-negara muslim lainnya (R. William Liddle 
sebagaimana dikutip oleh  Saiful Mujani, 2000). Di 
antara tokoh dalam kelompok ini Fahmi Huwaidi, al -
‘Aqqad, M. Husain Haekal, Zakaria Abdul Mun’im 
Ibrahim, Robert N. Bellah dan sebagainya. Di 
Indonesia diwakili  oleh Nurcholish Madjid, Amin 
Rais,  Munawir Syadzali,  A. Syafi’i  Ma’ar if  dan 
Abdurrahman Wahid.  
Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) 
terhadap demokrasi  sebagaimana dikemukakan oleh 
kelompok ketiga tidak berarti bahwa demokrasi dapat 
tumbuh dan berkembang di negara muslim secara 
otomatis dan cepat. Ada beberapa alasan teoritis yang 
bisa menjelaskan tentang lambannya pertumbuhan dan 
perkembangan demokrasi  (demokratisasi) di dunia 
Islam. 
Pertama ,  pemahaman doktrinal menghambat 
praktek demokrasi . Teori ini dikembangkan oleh Elie 
Khudourie bahwa ‘gagasan demokrasi  masih cukup 
asing dalam mind-set   Islam. Hal itu disebabkan oleh 
kebanyakan kaum muslim cenderung memahami 
demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan 
Islam. Untuk mengatasi hal itu perlu dikembangkan 
upaya liberalisasi  pemahaman keagamaan dalam 
rangka mencari konsensus dan sintesis antara 
pemahaman doktrin Islam dengan teori -teori modern 
seperti demokrasi dan kebebasan.  
Kedua ,  persoalan kultur. Demokrasi sebenarnya 
telah dicoba di negara-negara muslim sejak paruh 
 16 
 
  Vol. 9 No.2 Juli-Desember 2018 
pertama abad dua puluh tapi gagal. Tampaknya ia 
tidak akan sukses pada masa-masa mendatang, karena 
warisan kultural masyarakat muslim sudah terbiasa 
dengan otokrasi dan ketaatan pasif.  Teori  ini  
dikembangkan oleh Bernard Lewis dan Ajami .  
Karena itu, langkah yang sangat diperlukan adalah 
penjelasan kultural  kenapa demokrasi tumbuh subur di  
Eropa, tetapi di  wilayah dunia Islam malah 
otoritarianisme yang tumbuh dan berkembang. 
Persoalan kultur poli tik (political culture ) ditenggarai  
sebagai yang paling bertanggung jawab kenapa sulit 
membangun demokrasi  di negara-negara muslim, 
termasuk Idnoensia.  Sebab, ditilik secara doktrinal ,  
pada dasarnya hampir tidak dijumpai hambatan 
teologis di kalangan tokoh-tokoh partai , ormas 
ataupun gerakan Islam yang memperhadapkan 
demokrasi vis a vis Islam. Bahkan, ada kecenderungan 
untuk merambah tugas (misi) baru yaitu 
merekonsiliasi perbedaan-perbedaan antara berbagai 
teori politik modern dengan doktrin Islam. Oleh 
karena itu, fokus perdebatannya tidak lagi ‘apakah 
Islam compatible dengan demokrasi’,  melainkan 
bagaimana keduanya saling memperkuat (mutually 
reinforcing).  
Ketiga, lambannya pertumbuhan demokrasi  di  
dunia Islam tak ada hubungan dengan teologi maupun 
kultur, melainkan lebih terkait dengan sifat alamiah 
demokrasi itu sendiri.  Untuk membangun demokrasi  
diperlukan kesungguhan, kesabaran dan di atas 
segalanya adalah waktu. John L. Esposito dan O. 
Voll adalah tokoh yang tetap optimis terhadap masa 
depan demokrasi di  dunia Islam. Terlepas dari itu 
semua, tak diragukan lagi, pengalaman empirik 
demokrasi dalam sejarah Islam memang sangat 
terbatas. Dengan mempergunakan parameter yang 
sangat sederhana, pengalaman empirik demokrasi  
hanya bisa dikemukakan selama pemerintahan 
Rasulullah SAW sendiri yang kemudian dilanjutkan 
oleh 4 sahabatnya, yaitu Abu Bakar,  Umar, Usman, 
dan Ali bin Abi Thalib, yang dikenal dengan zaman 
khulafa al -rasyidin .  Artinya, setelah pemerintahan 
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keempat sahabat tersebut, menurut catatan sejarah, 
sangat sulit kita menemukan demokrasi di dunia Islam 
secara empirik sampai dengan sekarang.  
 2.  Hak Asasi  Manusia 
  a. Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia  
Secara definitif hak merupakan unsur normatif 
yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, 
melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin 
adanya peluang manusia dalam menjaga harkat dan 
martabatnya. James W. Nickel (1996) menyatakan 
bahwa ‘hak’ itu memiliki unsur -unsur sebagai berikut:  
(1) pemilik hak; (2) ruang lingkup penerapan hak; dan 
(3) pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga 
unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar 
tentang hak. Dengan demikian, hak merupakan unsur 
normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang 
dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak 
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan 
interaksinya antara individu atau dengan instansi .  
Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. 
Dalam kaitan dengan pemerolehan hak paling tidak 
ada 2 teori yaitu teori McCloskey dan teori Joel 
Feinberg .  Dalam teori yang pertama dinyatakan 
bahwa, pemberian hak adalah untuk dilakukan,  
dimiliki , dinikmati atau sudah dilakukan. Sedangkan 
dalam teori yang kedua tentang pemberian hak penuh 
merupakan kesatuan dari klaim yang absah 
(keuntungan yang didapat dari  pelaksanaan hak yang 
disertai pelaksanaan kewajiban). Hal ini berarti  antara 
hak dan kewajiban merupakan dua hal yang t idak 
dapat dipisahkan dalam perwujudannya.  
Istilah yang dikenal di Barat mengenai hak asasi  
manusia ialah ‘right of man’, yang menggantikan 
istilah ‘natural right’ .  Istilah ‘right of man’ ternyata 
tidak secara otomatis mengakomodasi pengertian yang 
mencakup ‘right of  women’. Karena itu,  istilah ‘right 
of man’ diganti dengan isti lah ‘human rights’ oleh 
Eleanor Roosevelt ,  dengan alasan dipandang lebih 
netral dan universal.  Sementara itu, hak asasi manusia 
dalam Islam dikenal dengan istilah huquq al-insan ad-
dhoruriyyah dan huquq Allah .  Di mana dalam Islam 
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antara huquq al-insan ad-dhoruriyyah dan huquq Allah 
tidak dapat dipisahkan atau berjalan sendiri -sendiri  
tanpa adanya keterkaitan dengan lainnya. Inilah yang 
membedakan konsep Barat tentang hak asasi manusia 
dengan konsep Islam. 
Menurut Jan Materson (dari Komisi Hak Asasi  
Manusia PBB), dalam Teaching Human Rights, United 
Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa  
menegaskan bahwa, “Human Rights could be 
generally defined as those rights are inherent in our 
nature and without which can not live as human 
being” (bahwa, hak asasi manusia adalah hak-hak 
yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya 
manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia ). John 
Locke (sebagaimana dikutip oleh Masyhur Effendi ,  
1994) menyatakan bahwa, “hak asasi manusia adalah 
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang 
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati .” Karenanya, 
maka tida ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat 
mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar  
(fundamental ) bagi hidup dan kehidupan manusia, dan 
merupakan hal kodrati yang tidak bisa terlepas dari 
dan dalam kehidupan manusia.   
Dari uraian di  atas, dapatlah disimpulkan bahwa, 
pengertian hak asasi manusia adalah ‘hak yang 
melekat pada diri  manusia yang bersifat  kodrati dan 
fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus 
dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, 
masyarakat atau negara.” Dan secara hakekat, maka 
hak asasi manusia dimaksudkan dengan, ‘upaya 
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh 
melalui aksi berkeseimbangan yaitu, keseimbangan 
antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara 
kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. 
Begitu juga, upaya menghormati, melindungi dan 
menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjadi 
kewajiban dan tanggung jawab bersama antara 
individu, pemerintah (aparatur pemerintahan sipil  
maupun mili ter) dan negara.’  
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1  
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disebutkan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib 
dihormati, dijunjung tinggi, dan dil indungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan dan martabat 
manus ia.”  
Jadi, dalam memenuhi dan menuntut hak tidak 
terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus 
dilaksanakan, dalam memenuhi kepentingan 
perorangan tidak boleh merusak kepentingan orang 
banyak (kepentingan umum). Karena itu,  pemenuhan, 
perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi 
manusia harus diikuti dengan pemenuhan terhadap 
kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi  
manusia. Hak asasi manusia adalah keterpaduan antara 
hak asasi manusia i tu sendiri pada satu sisi, dengan 
sisi lain yaitu kewajiban asasi  manusia dan tanggung 
jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis 
dan seimbang. Bila ketiga unsur di atas,  yang melekat 
pada setiap individu manusia, baik dalam tatanan 
kehidupan pribadi,  kemasyarakatan, kebangsaan, 
kenegaraan dan pergaulan global tidak berjalan secara 
seimbang, dapat dipastikan akan menimbulkan 
kekacauan, anarkisme dan kesewenang-wenangan 
dalam tata kehidupan manusia.   
Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi  manusia 
di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri  
pokok hakikat hak asasi manusia,  yaitu:  
a.  Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli  
ataupun diwarisi. Hak asasi manusia bagian dari  
manusia secara otomatis.  
b.  Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang 
tanpa memandang jenis kelamin, ras,  agama,  
etnis, pandangan politik atau asal usul sosial  dan 
bangsa.  
c.  Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak 
seorang pun mempunyai hak untuk membatasi  
atau melanggar hak orang lain. Orang tetap 
mempunyai hak asasi manusia, walau sebuah 
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negara membuat hukum yang tidak melindungi 
atau melanggar hak asasi manusia ( Mansour 
Fakih ,  2003).  
Pemikiran tentang hak asasi manusia terus 
berlangsung dalam rangka mencari rumusan hak asasi  
manusia yang sesuai dengan konteks ruang dan 
zamannya. Secara garis besar perkembangan 
pemikiran hak asasi  manusia dibagi pada 4 generasi: 
(1) generasi pertama, di mana pengertian hak asasi 
manusia terpusat pada bidang hukum dan poli tik –  
karena sejarah upaya kemerdekaan dan menentukan 
tertib hukum yang baru ;  (2) generasi kedua, pemikiran 
hak asasi manusia tidak terfokus pada perspekti f  
generasi pertama, namun juga hak-hak sosial,  
ekonomi, politik dan budaya ;  (3) generasi  ketiga,  
bahwa keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah 
dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri,  
bukan setelah pembangunan itu se lesai; serta (4) 
generasi keempat,  bukan saja hak asasi dalam 
tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada 
terciptanya tatanan sosial  yang berkeadilan.  
  b. Bentuk-bentuk Hak Asasi  Manusia  
Prof.  Bagir Manan (2001) membagi hak asasi  
manusia pada beberapa kategori, yaitu: (1) hak sipil –  
yang meliputi hak diperlakukan sama di muka hukum, 
hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok 
anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan 
kehidupan;  (2) hak politik –  meliputi  tentang hak 
kebebasan berserikat  dan berkumpul, hak kemerdekaan 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan 
hak menyampaikan pendapat di  muka umum;  (3) hak 
ekonomi –  meliputi hak jaminan sosial , hak 
perlindungan kerja, hak perdagangan, hak 
pembangunan berkelanjutan; serta (3) hak sosial dan 
budaya  –  terdiri  dari  hak memperoleh pendidikan, hak 
kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak 
memperoleh perumahan dan pemukiman.  
 Sementara itu,  Prof.  Baharuddin Lopa (1999) 
membagi hak asasi  manusia dalam beberapa jenis 
yaitu: (1) hak persamaan dan kebebasan, (2) hak 
hidup, (3) hak memperoleh perlindungan, (4) hak 
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penghormatan pribadi, (5) hak menikah dan 
berkeluarga, (7) hak wanita sederajat  dengan pria, (8) 
hak anak dari orangtua, (9) hak memperoleh 
pendidikan, (10) hak kebebasan memilih ag ama, (11) 
hak kebebasan bertindak dan mencari  suaka, (12) hak 
untuk bekerja, (13) hak memperoleh kesempatan yang 
sama, (14) hak milik pribadi, (15) hak menikmati  
hasil/produk ilmu, serta (16) hak tahanan dan 
narapidana.  
 Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi  
Manusia (Universal Declaration of Human Rights ) 
atau dikenal dengan istilah DUHAM (Deklarasi  
Universal tentang HAM), hak asasi manusia terbagi ke 
dalam beberapa jenis, yaitu: (1) hak personal  –  hak 
jaminan kebutuhan pribadi,  (2) hak legal  –  hak 
jaminan perlindungan hukum, (3) hak sipil dan politik ,  
(4) hak subsistensi  –  hak jaminan adanya sumberdaya 
untuk menunjang kehidupan, serta (5) hak ekonomi, 
sosial dan budaya.  
 Secara garis besar, Pasal 3 –  21 tentang 
DUHAM yang mencakup hak personal, hak l egal, serta 
hak sipil dan politik, meliputi: (1) hak untuk hidup, 
kebebasan dan keamanan pribadi, (2) hak bebas dari  
perbudakan dan penghambaan, (3) hak bebas dari  
penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, 
tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat 
kemanusiaan, (4) hak untuk memperoleh pengakuan 
hukum dimana saja secara pribadi, (5) hak untuk 
pengampunan hukum secara efektif,  (6) hak bebas dari  
penangkapan, penahanan atau pembuangan yang 
sewenang-wenang, (7) hak untuk peradilan yang 
independen dan tidak memihak, (8) hak untuk praduga 
tak bersalah sampai terbukti  bersalah, (9) hak bebas 
dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap 
kekuasaan pribadi, keluarga, tempat t inggal maupun 
surat-surat, (10) hak bebas dari serangan terhadap 
kehormatan dan nama baik, (11) hak atas perlindungan 
hukum terhadap serangan semacam itu, (12) hak 
bergerak, (13) hak memperoleh suaka, (14) hak atas 
satu kebangsaan, (15) hak untuk menikah dan 
membentuk keluarga, (16) hak untuk mempunyai hak 
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milik, (17) hak bebas berpikir, berkesadaran dan 
beragama, (18) hak bebas berpikir dan menyatakan 
pendapat, (19) hak untuk berhimpun dan berserikat,  
serta (20) hak untuk mengambil bagian dalam 
pemerintahan dan hak atas akses yang sama terhadap 
pelayanan masyarakat. Sedangkan tentang hak 
ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan pernyataan 
DUHAM menyangkut hal -hal  sebagai berikut: (1) hak 
atas jaminan sosial,  (2) hak untuk bekerja, (3) hak 
atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, (4) 
hak untuk bergabung ke dalam serikat -serikat buruh, 
(5) hak atas istirahat dan waktu senggang, (6) hak atas 
standar hidup yang pantas di bidang kesehatan dan 
kesejahteraan, (7) hak atas pendidikan, serta (8) hak 
untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang 
berkebudayaan dari masyarakat.  
 Sementara i tu, dalam Undang-Undang Dasar RI 
Tahun 1945 (amandemen I –  IV) telah memuat hak 
asasi manusia yang terdiri atas hak -hak: (1) hak 
kebebasan untuk mengeluarkan pendapat,  (2) hak 
kedudukan yang sama di dalam hukum, (3) hak 
kebebasan berkumpul, (4) hak kebebas an beragama, 
(5) hak penghidupan yang layak, (6) hak kebebasan 
berserikat, serta (7) hak memperoleh pengajaran atau 
pendidikan.  
 Selanjutnya, secara operasional beberapa bentuk 
hak asasi manusia dalam Undang-Undang RI Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai 
berikut: (1) hak untuk hidup, (2) hak berkeluarga dan 
melanjutkan keturunan, (3) hak mengembangkan diri,  
(4) hak memperoleh keadilan, (5) hak atas kebebasan 
pribadi, (6) hak atas rasa aman, (7) hak atas 
kesejahteraan, (8) hak turut serta da lam pemerintahan,  
(9) hak wanita, serta (10) hak anak.  
  c. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia: Antara Nilai  
Universal dan Partikelir  
Wacana tentang nilai -nilai hak asasi manusia:  
apakah universal –  artinya, nilai -nilai hak asasi 
manusia berlaku umum di semua negara; atau apakah 
partikelir –  artinya, nilai -nilai hak asasi manusia pada 
suatu negara sangat kontekstual,  yaitu mempunyai  
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kekhususan dan tidak berlaku untuk setiap negara  
karena ada keterkaitan dengan nilai -nilai  kultural yang 
tumbuh dan berkembang pada suatu negara, ternyata 
terus berlanjut. Berkaitan nilai -nilai  hak asasi  
manusia, maka Davies,  Peter (dalam bukunya Radical 
Universalism ,  1994), paling tidak ada 3 teori yang 
dapat dijadikan kerangka analisis, yaitu:  
Pertama, Realistic Theory, yang mendasari  
pandangannya pada asumsi adanya sifat manusia yang 
menekankan self interest dan egoism dalam dunia 
seperti bert indak anarkis. Dalam situasi anarkis, setiap 
manusia saling mementingkan dirinya sendiri ,  
sehingga menimbulkan chaos dan tindakan tidak 
manusiawi diantara individu dalam memperjuangkan 
egoism dan self interest -nya. Dengan demikian, dalam 
situasi anarkis prinsip universalitas moral yang 
dimiliki setiap individu tidak dapat berlaku dan 
berfungsi. Dalam mengatasinya, negara mengambil  
tindakan berdasarkan power dan security yang dimiliki  
dalam rangka menjaga kepentingan nasional dan 
keharmonisan sosial . Tindakan negara dalam kondisi  
demikian, bukan kategori pelanggaran HAM.  
 Kedua, Cultural Relativism Theory ,  yang 
berpandangan bahwa nilai -nilai moral  dan budaya 
bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa, 
nilai-nilai  moral hak asasi manusia bersifat  lokal dan 
spesifik, sehingga berlaku khusus pada suatu negara.  
Dalam kaitan ini,  penerapan hak asasi  manusia 
menurut teori ini ada 3 model, yaitu : (1) penerapan 
hak asasi manusia lebih menekankan pada hak sipil,  
hak politik, dan hak pemilikan pribadi. Banyak 
dilakukan di negara-negara yang sudah maju, (2) 
penerapan hak asasi  manusia yang lebih menekankan 
pada hak ekonomi dan hak sosial. Banyak dite rapkan 
pada negara-negara yang sedang berkembang, serta (3) 
penerapan hak asasi  manusia yang lebih menekankan 
pada hak penentuan nasib sendiri (self determination ) 
dan pembangunan ekonomi. Hal itu banyak diterapkan 
di negara-negara terbelakang.  
 Ketiga, Radical Theory, yang berpandangan 
bahwa, semua nilai  termasuk nilai -nilai hak asasi  
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manusia adalah bersifat  universal  dan tidak bisa 
dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan 
budaya dan sejarah suatu negara. Pendapatnya yaitu 
hanya ada satu paket pemahaman mengenai hak asasi  
manusia, di mana nilai -nilai hak asasi  manusia berlaku 
untuk semua; di semua tempat dan di sembarang 
waktu; serta dapat diterapkan pada masyarakat yang 
mempunyai latar belakang budaya dan sejarah yang 
berbeda.  
  Dari ketiga teori di  atas,  nilai -nilai hak 
asasi manusia itu ada dalam 2 arus pemikiran atau 
pandangan yang saling tarik menarik dalam melihat  
relativitas nilai -nilai hak asasi manusia, yaitu: (1) 
strong relativist –  beranggapan bahwa nilai -nilai hak 
asasi manusia dan nilai -nilai  lainnya secara prinsip 
ditentukan oleh budaya dan lingkungan tertentu,  
sedangkan universali tas nilai hak asasi manusia hanya 
menjadi pengontrol dari nilai hak asasi manusia yang 
didasari oleh budaya lokal atau lingkungan yang 
spesifik.  Artinya, diakuinya nilai -nilai hak asasi  
manusia secara lokal (partikular ) maupun yang 
bersifat universal ,  dan (2) weak relativist –  
penekanannya bahwa nilai -nilai hak asasi manusia 
bersifat universal  dan sulit untuk dimodifikasi  
berdasarkan pertimbangan budaya tertent u. Artinya, 
tidak adanya pengakuan nilai -nilai hak asasi manusia 
lokal karena hanya mengakui nilai -nilai hak asasi  
manusia secara universal.  
  c. Penanggung Jawab Penegakan, Pemajuan, 
Perlindungan, Pemenuhan Hak Asasi  Manusia  
  Diskursus tentang siapa yang  bertanggung jawab 
dalam penegakan (respection ), pemajuan (promotion),  
perlindungan (protection ), dan pemenuhan ( fulfill) hak 
asasi manusia sampai sekarang masih belum 
berkesudahan. Dalam kaitan dengan persoalan 
tersebut, paling tidak ada 2 pandangan.  
  Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa 
yang bertanggung memajukan hak asasi manusia 
adalah negara, karena negara dibentuk sebagai wadah 
untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat 
yang cerdas, sadar dan mampu menghargai dan 
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menghormati hak asasi manusia perlu diberikan 
pendidikan terutama, masalah yang berkaitan dengan 
hak asasi manusia. Negara yang tidak memfasilitasi  
rakyat melalui pendidikan hak asasi manusia berarti,  
negara  yang telah mengabaikan amanat rakyat. Begitu 
pula dengan tanggung jawab dalam melindungi hak 
asasi manusia adalah negara ( state). Oleh karena itu,  
Deklarasi PBB tentang HAM yang dikenal dengan 
Piagam HAM Dunia, beberapa kovenan, hukum 
perjanjian internasional, Piagam Madinah, Deklarasi  
Kairo dan sebagai,  harus diletakkan sebaga i norma 
hukum internasional yang mengatur negara -negara di  
dunia dalam menjamin hak-hak individunya.  
  Setiap individu (warga negara) mempunai hak 
asasi, baik yang bersifat  nonderogable rights yaitu 
hak yang dalam keadaan darurat perang pun harus 
dilindungi, maupun yang derogable rights yaitu hak 
yang dalam keadaan normal pun harus dilindungi.  
Hak-hak inilah yang harus dijamin realisasinya oleh 
negara. Bila negara t idak mampu melindungi hak asasi  
manusia warganegaranya, negara yang bersangkutan, 
dengan sendirinya, akan kehilangan legit imasi 
rakyatnya. Dengan demikian, analisis terhadap 
pelanggaran hak asasi manusia pun selalu berada 
dalam wilayah pelanggaran hak asasi manusia oleh 
negara terhadap rakyatnya, seperti kasus Tanjung 
Priok di Jakarta, kasus Daerah Operasi Militer di  
Aceh, kasus Haur Koneng di Tasikmalaya, Jawa Barat,  
dan kasus-kasus di Ir ian Jaya.  
  Pelanggaran hak asasi  manusia oleh negara 
terhadap rakyatnya disebut dengan istilah pelanggaran 
hak asasi manusia secara vertikal  yaitu tidak hanya by 
commission (pelanggaran hak asasi manusia secara 
langsung oleh negara), tetapi juga by omission 
(pelanggaran hak asasi manusia secara t idak langsung 
oleh negara, di mana negara membiarkan terjadinya 
pelanggaran hak asasi manusia), dan pelanggaran 
terhadap pemenuhan hak asasi manusia ( fulfill  rights ).  
Dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi  Manusia, juga nampak lebih 
mengedepankan tanggung jawab pemenuhan, 
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pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi  
manusia ada pada pemerintah.  
  Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa 
tanggung jawab pemajuan, penghormatan, dan 
perlindungan hak asasi manusia tidak saja dibebankan 
kepada negara, melainkan juga kepada individu warga 
negara. Negara dan individu secara bersama memiliki  
tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan, 
dan perlindungan hak asasi manusia.  Karena itu,  
pelanggaran hak asasi manusia sebenarnya tidak saja 
dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan 
juga oleh rakyat kepada rakyat, yang kemudian 
dikenal dengan ist ilah pelanggaran hak asasi manusia 
secara horizontal .  Bentuk pelanggaran hak asasi  
manusia jenis ini , antara lain: adanya penembakan 
rakyat oleh sipil  bersenjata seperti  kasus penembakan 
Rektor IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh, penembakan 
Rektor Universitas Syiah Kuala di  Banda Aceh; 
penganiayaan buruh atau budak oleh majikan seperti  
kasus Marsinah, para perampok dan sebagainya.  
  Dalam kaitan dengan tanggung jawab individu 
tersebut, James W. Nickel  mengajukan 3 alasan, 
mengapa individu memiliki tanggung jawab dalam 
penegakan dan perlindungan hak asasi manusia.  
Alasannya: (1) sejumlah besar problem hak asasi  
manusia tidak hanya melibatkan aspek pemerintah, 
tetapi juga kalangan swasta atau kalangan di luar 
negara –  dalam hal rakyat;  (2) hak asasi  manusia 
sejatinya bersandar pada pertimbangan-pertimbangan 
normatif agar umat manusia diperlakukan sesuai 
dengan human dignity-nya; serta (3) individu memiliki  
tanggung jawab atas dasar prinsip -prinsip demokrasi , 
di mana setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut  
mengawasi tindakan pemerintah. Dalam masyarakat 
yang demokratis,  sesuatu yang menjadi tanggung 
jawab pemerintah juga menjadi tanggung jawab 
rakyatnya.  
  d. Hak Asasi  Manusia Dalam Islam  
Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya 
yang universal dan komprehensif yang meliputi unsur:  
aqidah, ibadah, dan muamalat ,  yang masing-masing 
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memuat ajaran tentang keimanan. Dimensi ibadah 
memuat ajaran tentang mekanisme pengabdian 
manusia kepada Allah SWT, dengan memuat ajaran 
tentang hubungan manusia dengan sesama manusia 
maupun alam seki tarnya. Kesemua dimensi ajaran 
tersebut dilandasi  oleh ketentuan -ketentuan yang 
disebut dengan istilah syariah .  Dalam konteks syariah 
itulah terdapat ajaran tentang hak asasi manusia.  
Adanya ajaran tentang hak asasi manusia dalam Islam 
menunjukkan bahwa, Islam sebagai agama yang telah 
menempatkan manusia sebagai makhluk terhormat dan 
mulia. Karena itu,  perlindungan dan penghormatan 
terhadap manusia merupakan tuntutan dari ajaran 
Islam, yang wajib dilaksanakan oleh umatnya terhadap 
sesama manusia tanpa terkecuali.  
Menurut Abu A’la al-Maududi (1998), hak asasi  
manusia adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah 
SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut  
atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun. 
Hak-hak yang diberikan Allah itu bersifat permanen,  
kekal dan abadi, tidak boleh diubah atau dimodifikasi.  
Dalam Islam terdapat 2 konsep tentang hak, yaitu hak 
manusia (haq al-Insan) dan hak Allah. Hak Allah 
melandasi hak manusia dan juga sebaliknya. Dalam 
aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas d ari  
kedua hak tersebut, misalnya, shalat –  yang 
merupakan hak Allah. Manusia tidak perlu campur 
tangan untuk memaksakan seseorang mau shalat atau 
tidak. Shalat merupakan urusan pribadi yang 
bersangkutan dengan Allah, meskipun demikian, 
dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu, 
berbuat kedamaian antar sesamanya.  
Sementara itu, dalam hal hak al-Insan seperti hak 
kepemilikan. Setiap manusia berhak untuk mengelola 
harta yang dimilikinya. Namun demikian pada hak 
manusia itu tetap ada hak Allah yang mendas arinya –  
karenanya harta tidak boleh digunakan untuk tujuan 
yang bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Artinya, 
manusia sebagai pemilik hak yang bersifat relatif,  
sedangkan Allah SWT bersifat  absolut.   
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Konsep hak asasi manusia dalam Islam berpijak 
pada ajaran tauhid, di mana konsep ini  mengandung 
ide persamaan dan persaudaraan manusia. Konsep ini 
menempatkan kehidupan manusia didasarkan pada 
pendekatan teosentris ( theocentries ), yakni 
menempatkan Allah melalui  ketentuan syariah sebagai  
tolok ukur tentang baik buruk tatanan kehidupan 
manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga 
masyarakat atau warga bangsa.  
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